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BUPATI KARIMUN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil
Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020.

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
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Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawatan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karimun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017
Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63
Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 44 Tahun 2019
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 44 ).
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10.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
RESES SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun.

Bupati adalah Bupati Karimun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun,
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karimun adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karimun.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun
sesuai peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
Anggota DPRD Kabupaten Karimun sesuai peraturan
perundang-undangan.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah
untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah
yang ditetapkan berdasarkan formula  sebagai dasar
penghitungan besaran  tunjangan komunikasi intensif,
tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat
DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
DPRD untuk menunjang kegiatan, operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua
DPRD sehari-hari.
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BAB I

DASAR PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 2

Dasar Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD
dihitung berdasarkan Pengelompokkan Kemampuan Keuangan
Daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam
Kelompok Sedang.

BAB I
BESARAN UANG REPRESENTASI

Pasal 3

Besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji
pokok Bupati yaitu Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu
rupiah).

Besaran uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80%
(delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu
Rp 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu
rupiah).

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Pasal 4

Berdasarkan Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun sebesar 5 (lima) kali
uang representasi Ketua DPRD.

Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Berdasarkan Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD Kabupaten Karimun sebesar 5 (lima) kali uang
representasi Ketua DPRD.
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Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Berdasarkan Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
besaran DO Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebesar 4 (empat)
kali uang representasi Ketua DPRD dan besaran DO Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Karimun 2,5 (dua koma lima) kali uang
representasi Wakil Ketua DPRD.

Besaran DO Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta
empat ratus ribu rupiah).

Besaran DO Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 4.200.000,00
(empatjuta dua ratus ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 September 2019

$ «BUPATI KARIMUN j: /

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal

30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 47



